
BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORA^IA UTARA

NOMOR 20 TAHUN 201]

TENTANG

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TORA.'A UTARA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2O08 tentang Keterbukaan Informasi

Publik, dan unhrk optimalisasi pelaksanaan pengelolaan

informasi dan dokumentasi yang lebih bertanggung jawab

perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan ssfagaiman6 dima}sud
pada huruf a, mal<a perlu menetapkan Peraturan Bupati

Toraja Utara tentang Pengelolaan Informasi dan

Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O4 Nomor 125, Tambahan l€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O08 Nomor 61, Tambahan Irembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Pembenhrkan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi

I
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Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O8 Nomor 101, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4874);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang

Kearsipan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 152, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a1;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota (l.embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2O1O tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 99, Tambahan

kmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2}ll tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82);

lO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O10 Nomor 245);

v
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Menetapkan :

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar l.ayanan Informasi Publik;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 201O

Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-

Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 9 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis

Daerah dan [,embaga l,ain (L.embaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2Ol0 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor l0
Tahun 2O1O tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

dan Kelurahan (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2Ol0 Nomor 1O).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

TORA.'A UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tora-ia Utara.

4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah

Dinas Perhubungal, Komunikasi, dan Informatika

Kabupaten Toraja Utara.
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5. Satuan Ke{a Perangkat Daera}r selanjutnya disebut

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Toraja Utara.

6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan

tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan,

baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat

dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam

berbagai kemasan dan format sesuai dengan

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara

elektronik ataupun non elektronik.

7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu

Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan

penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai

dengal peraturan perundang-undangan serta informasi

lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

8. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/ atau

badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan

informasi publik.

9. Badan Publik adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

Toraja Utara.

10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya

disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab

dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan

dan/ atau pelayanan informasi di badan publik dan

bertanggungiawab langsung kepada atasan PPID.

1 1. DaJtar Informasi adalah catatan yang berisi keterangan

secara sistematis tentang informasi publik yang berada di

bawah penguasaan Badan Publik.

12. Uji Konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama

dan penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang

timbul apabila suatu informasi dibuka dan adanya

kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi

dengan menutup suatu informasi publik.
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BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Tujuan pembentukan Peratural Bupati ini adalah:

a. untuk membentuk PPID dal PPID Pembantu; dan

b. menJrusun lingkup tugas dan kewajiban serta tata kerja

PPID dan PPID Pembantu pada Pemerintah Daerah dalam

rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik

kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik kepada

masyarakat, dilakukan dengan prinsip :

a. setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses

oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

b. setiap Informasi Publik dapat diperoleh setiap Pemohon

Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya

ringan, dan cara sederhana.

c. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan

terbatas.

d. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai

dengan Undang-undang, kepatutan, dan kepentingan

urnurn.

e. Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada

pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu

informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah

dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup

Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih

besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 4

(U Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan

informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf c, huruf d, dan huruf e.
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(21 Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan

informasi publik apabila tidak sesuai dengan peraturan

pemndang-undangan.

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh

Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah:

a. informasi yang dapat membahayakan negara atau

daerah;

b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan

perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak
sehat;

c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan

atau

e. informasi yang belum dikuasai atau

didokumentasikan.

(4) Ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan

sebagaimala dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBENTUKAN PPID DAN PPID PEMBANTU

Pasal 5

(1)

(2t

(3)

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PPID.

Pembentukan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
unhrk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di

lingkungan Pemerintah Daerah.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (21 melekat pada

pejabat strukturd atau Kepala SKPD yang membidangi

tugas dan fungsi pelayanan informasi.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati

(4)

Pasal 6

(l) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

dan ayat (3) pada setiap SKPD dibentuk PPID Pembantu.
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l2l PPID Pembantu sebagaimana dimalsud pada ayat (f)
adalah Kepala SKPD

(3) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) pada

Sekretariat Daerah adalah Kepala Bagian yang

membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan

dokumentasi.

(41 PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) ditetapkar dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan

informasi publik, PPID dan PPID Pembantu pada seliap

SKPD dibantu oleh pejabat fungsional umum dan atau

pejabat fungsional tertentu.

(2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku PPID

atau PPID Pembantu

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN

WEWENANG

Bagran Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

(1) PPID dalam melaksanakan tugas dan wewenang

pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(21 PPID Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertanggung jawab

kepada PPID.

Bagian Kedua
Ttrgas

Pasal 9

(1) Dalam rangka pelayanan informasi publik, PPID

mempunyai tugas :
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a. penyediaan, penyirnpanan, pendokumentasian, dan

pengamanan informasi;

b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang

berlaku;

c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, darr

sederhana;

d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan

Informasi Publik;

e. pengujian konsekuensi;

f. pengklasifikasian Informasi dan / atau perubahannya;

g. penetapan informasi yang dikecualikan;

h. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah

habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi

publik yang dapat diakses;

i. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan

yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas

informasi publik; dan

j. tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(21 Dalam rangka membantu PPID, PPID Pembantu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) mempunyai

tugas :

a. membantu PPID melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1); dan

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID

secara berkala sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Tanggung jawab dan Wewenang

Pasal 1O

(1) PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan

dan pendokumentasian ssfagaimana dimaksud dalam

Pasal t huruf a seluruh informasi publik Pemerintah

Daerah sebagai badan publik.

(21 Dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID

!
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mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi

publik secara fisik dari setiap SKPD yang meliputi :

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

secara berkala;

b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon

Informasi Publik.

(3) Penyelenggaraan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

pada ayat (l), PPID mengkoordinasikan pendataan

informasi publik yang dikuasai oleh setiap SKPD dalam

rargka pembuatan dan pemutakhiran oleh Kepala SKPD

paling kurang I (satu) kali dalam sebulan.

(41 Penyimpanan informasi publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat l2l dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

kearsipan.

Pasal 11

PPID bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik

yang meliputi proses :

a. penyimpanandan pendokumentasian;dan

b. penyediaan, dan pelayanan informasi publik.

Pasal 12

(l) PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan

dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf b seluruh informasi publik Pemerintah Daerah yang

dapat diakses oleh publik.

(21 Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), PPID mengkoordinasikan penyediaan dan

pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan

atau pennohonan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Da-lam hal kewajiban mengumumkan informasi publik,

PPID mengkoordinasikan :

a. pengumuman informasi publik meldui media yang

secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku

kepentingan; dan
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b. penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia

yang baik dan benar, mudah dipahami serta

mempertimbangkan penggunaan bahasa yang

digunakan oleh penduduk setempat.

(4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID

berwenang :

a. mengkoordinasikan dengan PPID Pembantu dalam

pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh

publik untuk memenuhi permohonaa Informasi

Publik;

b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang

timbul sebagaimana diatur dalam p€raturan

perundang-undangan di bidang Keterbukaan Informasi

Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu

dikecualikan;

c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi

Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan

informasi publik ditolak;

d. menghitamkan atau mengaburkan informasi publik
yang dikecualikan beserta alasannya; dan

e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan

atau petugas informasi dalam rangka peningkatan

kualitas layanan informasi publik.

(5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan

pelayalan informasi publik, PPID mengkoordinasikan

dengan PPID Pembantu agar pengajuan keberatan

diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan

apabila permohonan informasi publik ditolak.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID

berwenang:

a. mengkoordinasikan dengan PPID pembanhr dalam

pelaksanaal pelayanan informasi publik;

b. memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik

atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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c. menolak pefinohonan informasi publik secara tertulis

apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi

yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasal serta

pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagr pemohon

untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan

d. menugaskan pejabat fungsional dan atau petugas informasi

di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat,

memelihara, dan atau memutakhirkan daftar informasi

publik secara berkala paling kurang I (satu) kali dalam

sebulan.

Pasa] 14

(1) Pelayanan informasi publik oleh PPID dan PPID pembantu

dilaksanakan dalam rangka pemenuhal informasi publik

oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat sesuai

ketentuan peraturan penrndang-undangan Keterbukaan

Informasi Publik.

(21 Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terselenggara dalam bentuk :

a. pengumuman informasi publik; dan atau

b. penyediaan informasi publik berdasarkan

permohonan.

Pasal 15

(1) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dapat dilakukan secara :

a. tertulis; atau

b. tidak tertulis.

(2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pemohon :

a. mengisi formulir permohonan; dan

b. membayar biaya salinan dan/ atau pengiriman

informasi apabila dibutuhkan.

BAB V
MEKANISME PEI.,AYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

OLEH PE.JABAT PENGELOLA
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(3) Dalam hal permohonal diajukan secara tidak tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a permohonan

Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.

(4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) paling kurang memuat:

a. nomor pendaltaran yang diisi berdasarkan nomor

setelah permohonan Informasi Publik diregistrasi;

b. nama;

c. alamat;

d. peke{aan;

e. nomor telepon/e-mail;

f. rincian informasi yang dibutuhkan;

C. nrjuan pengguna informasi;

h. cara memperoleh informasi; dan

i. cara mengirimkan informasi.

(5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagran

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) PPID mengkoordinasikan pencatatar permohonan

informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15

ayat (1) dalam buku register permohonan.

(2) PPID memberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti
permohonan informasi publik dan diserahkan kepada

pemohon informasi publik.

(3) Dalam hal permohonan informasi publik dilakukan

melalui surat elektronik atau pemohon datang langsung,

PPID memberikan nomor pendaftaran pada saat

permohonan diterima.

(4) Dalam hal permohonan informasi publik dilakukan

melalui surat, faksimili atau cara lain yang tidak

memungkinkan bagi Badan Publik untuk memberikan

nomor pendaftaran secara langsung, PPID memberikan

nomor pendaftaran dan dikirim kepada pemohon

informasi publik.
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(5) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

dapat diberikan bersama dengan pengiriman informasi

publik.

(6) PPID menyimpan salinan formulir permohonan yang telah

diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti

permohonan informasi publik.

(7) Buku register permohonan sebagaimana dimalsud pada

ayat (1) paling kurang memuat :

a. nomor pendaftaran permohonan;

b. tanggal permohonan;

c. nama Pemohon Informasi Publik;

d. alarnat;

e. pekeiaan;

f. nomor kontak;

g. informasi publik yang diminta;

h. tujuan pengguna informasi;

i. status informasi untuk mencatat informasi sudah

berada di bawah penguasaan Badan Publik atau telah

didokumentasikan;

j. format informasi yang dikuasai;

k. jenis permohonan untuk mencatat Pemohon Informasi

ingin melihat atau mendapatkan salinan informasi;

L keputusan untuk menerima, menolak, atau

menyarankan ke Badan Publik lain bila informasi yang

diminta berada dibawah kewenangan Badan Publik

lain;

m. alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik

ditolak; dan

n. hari dan tanggal pemberitaan tertulis serta pemberian

informasi; dan

o. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan

informasi publik yang diminta.

(8) Format buku register permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat l7l tercantum pada Lampiran II yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
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Pasal 17

(1) Dalam ha1 Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk

melihat dan mengetahui Informasi Publik, maka PPID

memberikan:

a. akses bagi Pemohon untuk melihat informasi publik

yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk

membaca dan atau memeriksa Informasi Publik yang

dimohon;

b. alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan

peraturan perundang-undangan apabila informasi

yang dimohonkan merupakan yang dikecualikan

sehingga permohonan Informasi Publik tersebut

ditolak; dan

c. informasi tentang tata cara mengajukan keberatan

beserta formulirnya apabila mengajukan keberatan.

(21 Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan

informasi, maka PPID mengkoordinasikan dengan PPID

Pembaltu dalam :

a. Pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk
melihat Informasi Publik yang dibutuhkan ditempat

yang memadai untuk membaca dan atau memeriksa

Informasi Publik yang dimohon;

b. Pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan

informasi yang dibutuhkan;

c. Pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada

ketentuan apabila informasi yang dikecualikan

sehingga permohonan Informasi Publik tersebut

ditolak; dan

d. Pemberian informasi tentang tata cara mengajukan

keberatan beserta formulirnya apabila mengajukan

keberatan.

(3) Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), dibantu oleh PPID dalam melengkapi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling

lambat 3 (tiga) hari ke{a sejak permohonan Informasi

Publik diajukan.
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(4) Permohonan Pemohon Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 tercatat dalam buku

register permohonan sebagaimala dimaksud dalam Pasal

16.

Pasal 18

(1) PPID memberikan pemberitahuan tertulis yang

merupakan jawaban Badan Publik atas setiap

permohonan Informasi Rrblik.

(21 Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) berisikan:

a. Informasi Publik yang dimohon berada dibawah

penguasaannya atau tidak;

b. memberitahukan Badan Publik yang menguasai

informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut

tidak berada dibawah penguasaannya;

c. menerima atau menolak permohonan Informasi Publik

berikut alasannya;

d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;

e. biaya dan cara pembayaral untuk mendapatkan

Informasi Publik yang dimohon;

f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi

Publik yang dimohon;

g. penjelasal atas penghitaman / pengaburan informasi

yang dimohon fiika ada) ; dan

h. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikaa

karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

(3) Dalam hal Informasi Publik yang dimohon diberikan

sebagian atau seluruhnya pada saat permohonan

dilakukan, maka PPID menyampaikan pemberitahuan

terlulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama

dengan Informasi Publik yang dimohon.

(4) Dalam hal Informasi Publik yang dimohon diputuskan

untuk diberikan sebagian atau seluruhnya pada saat

permohonan dilakukan, maka PPID menyampaikan

pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi paling

lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak ditetapkannya

permohonan.
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(5) Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, maka

PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis bersama

dengan Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan

Informasi.

(6) Keputusan PPID tentang Penolakal Permohonan Informasi

oleh PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling

kurang memuat :

a. nomor pendaftaran;

b. nama;

c. alamat;

d. nomor telepon/ email;

e. informasi yang dibutuhkan;

f. keputusan pengecualian dan penolakan informasi;

g. alasan pengecualian; dan

h. konsekuensi yang diperkirakaa akan timbul apabila

informasi dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi.

(71 Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari ke{a
sej ak permohonan diterima.

(8) Dalam hal permohonan informasi tidak disampaikan

secara langsung atau melalui surat elektronik, maka

nomor pendaftaran disampaikan bersama dengan

pemberitahuan tertulis.

(9) Dalam hd PPID belum menguasai atau

mendokumentasikan informasi publik yang dimohon dan

atau belum dapat memutuskan informasi yang dimohon

termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, maka PPID

memberitahukan perpanjangan pemberitahuan terfulis.

(10) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari keda sejak jangka

wakru pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) dan tidak dapat diperpanjang lagi.

(11) Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yamg

merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
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(12) Format Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum

pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) PPID mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan

Informasi Publik sesuai kepatutan.

(21 Biaya untuk mendapatkan sa-linan Informasi Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas:

a. biaya penyalinan Informasi Publik;

b. biaya pengiriman Informasi Publik; dan atau

c. biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik

yang didalamnya terdapatkan informasi pihak ketiga.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan

berdasarkan pertimbangan st6ndar biaya yang berlaku di

Daerah.

(4) St6ndar biaya perolehan salinan Informasi Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan

pemndang-undangan.

Pasal 20

(1) PPID menetapkan tata cara pembayaran biaya perolehan

salinan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(21 Tata cara pembayaran biaya perolehan Informasi Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibayarkan secara

langsung kepada PPID atau PPID Pembantu dimana

permohonan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pembayaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21, PPID atau PPID Pembantu memberikan tanda

bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan

informasi secara terinci kepada Pemohon Informasi Publik.

(4) PPID atau PPID Pembantu mengumumkan biaya dan tata

cara pebayaran perolehan salinan Informasi Publik sesuai

dengan tata cara p€ngumuman Informasi Publik secara

berkala.
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BAB VI
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Keberatan

Pasal 2 1

(U Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan

dalam hal ditemukan alasan sebagai berikut:

a. penolakan atas permohonan Informasi Publik;

b. tidak disediakan informasi berkala sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

c. tidak ditanggapinya pernohonan Informasi Publik;

d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak
sebagaimana yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan atau

g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi batas

waltu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

(21 Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan kepada PPID.

(3) Keberatan yang diterima oleh PPID sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan pada PPID

Pembantu mengenai informasi dan dokumentasi yang

menjadi keberatan.

(4) Pengajuan keberatan sebeg, mana dimaksud pada ayat (1)

dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap

dihadapan umum.

Pasal22

(1) PPID mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan

disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID.

(2) PPID dapat menggunakan sarana komunikasi elektronik

dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan

sumber daya yang dimilikinya.
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Bagian Kedua
Registrasi Keberatan

Pasal 23

(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan

yang disediakan oleh PPID atau PPID Pembantu.

l2l Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak

tertulis, PPID wajib membantu Pemohon Informasi Publik

yang mengajukan keberatan atau yang menerima kuasa

untuk mengisi formulir keberatan dan memberikan nomor

registrasi pengaj uan keberatan.

(3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling kurang memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permohonan informasi Publik;

c. tujuan penggunaan Informasi Publik;

d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan;

e. identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan (iika ada);

f. alasan pengajuan keberata;

g. kasus posisi permohonan informasi publik;

h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi

oleh petugas;

i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan; dan atau
j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima

pengajuan keberatan.

(4) PPID memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) kepada Pemohon Informasi Publik
yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai talda
terima pengajuan keberatan.

(5) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tercantum pada l,ampiran V yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) berlaku pula dalam haf Badan Publik
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menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat

komunikasi elektronik.

Pasal 24

(1) PPID mencatat pengajuan keberatan dalam buku register

keberatan.

(21 Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling kurang nmemuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. tanggal diterimanya keberatan;

c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan atau

kuasanya yang mengajukan keberatan;

d. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

e. Informasi Publik yang diminta;

f. tujuan penggunaan informasi;

g. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 Undalg-Undang tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

h. keputusan atasan PPID;

i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;

j. nama dan posisi atasan PPID; dan

k. tanggapan Pemohon Informasi.

(3) Format buku register keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) tercantum pada lampiran VI dan merupakan

bagian yang tidal< terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 25

(1) Atasan PPID memberikan taggapan dalam bentuk

keputusari tertulis yang tlisampaikan kepada Pemohon

Informasi Publik yalg mengajukan keberatan atau pihak

yang menerima kuasa paling lambat 3O (tiga puluh) hari

sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam buku register

keberatan.

(21 Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling kurang memuat:
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a. tanegal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas

keberatan yang diajukan;

d. perintah atasan PPID kepada PPID untuk
memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik

yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan

e. jangka waktu pelaksanaan keputusan tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pada saat

ditetapkan keputusan tertulis.

Pasal 26

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau

pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan

keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan

penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi

Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan atas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

dibebankan pada Anggaran Pendapatal Dan Belanja Daerah

Kabupaten Toraja Utara, kecuali biaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19.

BAB VIII
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

(1) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas PPID dan

PPID Pembantu, dilaksanakan oleh Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

(21 PPID melaporkan secara berkala hasil koordinasi dan

pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.
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(3) Laporal berkala sebagaimana dimal<sud pada ayat (2)

disampaikan setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan

disampaikan paling lambat setiap akhir Desember.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasa-l 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tarrggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

penguntlangan Peraturan Bupati ini dengan penempalannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di
pada

B RAJA

FREDE K SORRING

Rantepao
16 Deserrrber 2C

Diun

KABU

di Rantepao
17 Jarnrari 2013

RAH

LEW

RAJA

tsI'

KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 20BERITA D

SEKDA l/Y
t-ACtCfE l

ltBAG, HUKUI/I

I

I

I

xr



I,AMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NoMoR 20 TAHUN 2013, TANGGAL 15 Dosember 2013
TENTANG
PENOELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORA"IA
UTARA

T]ORTAT FORUI'LIR PERTOHOIYA.IT IITI)RTASI PT'BLII(
( RANGKA.P I'UAI

SEKDA

ASISTE?{

B

Logo
Badan
Publik

(na.Da badan publik d€n alalrat, nomor telepon, falsiEifi,eBail Uika ada))

F'ORUI'LIR PERIOHOIYAII IIIF'ORUATTI

!to. Pcndaftaral (diisi p€tugas)*:.

Tujuan Penggunaan Informasi

Cara Memperoleh Informasi Melihat/Eembaca/Denden garkao / mencatat.f,

Mend8patkmn salina! iaforEasi (hddcopy/soft copylm

Mengambil lar.gsurxg

Kurir

Pos

Faksimili

E-mail

...... (tempat),......... (tanggal,bulan dan tahun)

Pctaohonrn Iaformaci

Cara Mendapatkan Salinan
Informasi*'

4

5

Pctugrs Pclayea Infornasl
(PcaerLna Permohoaanl

( ) ( )

Nama dan tanda tangan Nama dan tanda tangarr

I(eteranga! :* Diisi oleh petugas berdasarkan noBor re8ist 'esi peraohonaa i!-forEasi pu* Pilih "a1ah salah sahr denga! oeEberi tatrda M
Coret tidak lu

BAG. HUHr-$Jl

FREDE SORRING

Nama
Alamat

Pekerjaan

Nomor Telepon/ E-mail

Rincian Informasi yang dibutuhkan : ...............

:r.l-l
2.f-f
:r.[--l
2,2

I



I,AMPIRAI\I II
PERATURAN BUPATI TORA.IA UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2013, TANGGAL 15 Desembor2o13
TENTANG
PENGELOT,AAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOR.A^IA UTARA

BUKU RDGISTER PERMOHONAIT INFORMASI PUBLIK

NO Tcl Nama
No

Kontak

Informasi
yanS

diminta

Tqiuan
P€n88una
InfoEEasi

Statu8 Informasi Format Informasi
YEng dikuasai

Keputusan AlaBan
p€nolakan

Hari dan tanggal
Bi,aya & cara

Dibawah
BeIum

Didokumenta
sikan

Soft
copv

Hard
copy

Melihat
/M€nget

ahui
MeEirlta
Salinan

Pemb€ritah

tertulis
Biaya Cara

Tidak

KETERANGAN :

Nomor
Tanggal
Nama
Alamat
NoEnor Kontak
Pekerjaan
Informasi Yang Diterima
Tqjuan Pengguna Informasi
Stetus lnformasi

Bentuk Informasi Yang Dikuasai
Jenis Permohonan
Keputusan
Alasan Penolakan
Hari & Tanggal

Biaya dan cara pembayaran
Format ini adalah format Register Permohonan Informasi Publik secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam
memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam format ini.

: diisi tentang nomor pendaftaral permohonan Informasi publik
: diisi tentang tanggal permohonan diterima.
: diisi tentang nama pemohon
: diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi pulblik yang diminta.
: dii8i tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Publik).
: diisi tentang Pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
: diisi tentang detail informasi yang diminta.
: diisi tentang hruan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.
: diisi tetang memberikan tanda (v). Bita tidak dibawah penguasaan, tr.iliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian di
formulir pemberitahuan tertulis.

:diisi tentang memberikan talda (v).

: diisi tentang memberikan tanda (vl.
: diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis.
; diisi tentang alasen penolakan oleh atasan PPID
: diisi tentang :

a. Hari dan Tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Paeal22 Undang-Undang No.1 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan pera.turan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu pabila
permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan publik, maka pemberi uan tertulis ini sama

b. Hari darl Tanggal pemberitahuan informasi kepada Pemohon Infsrmasi Publik.
: diisi tentalg biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara perribayaran yang

lain,misalnya terisasi dengan

()

\SEKDA

tBAG, HUKUM

()

FRED SORRING

informasi

r t L____lT

til



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TORA.IA UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2013, TANGGAL 15L*: hi:2013
TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORA.IA
UTARA

(nama badan publik dan a-lamat,faksimili,email (iika ada))

PETBERITAIIUA.IT IEfrIf'LIS
Berdasarkan peromohonan informasi pada tangBal ....-. bulan ....... tahun ....... dengan nomor
pendaftaran*..........., Kami menyampaikan kepa.da saudara/ i :

Ifa.ma
AIaErt
IfoEor Tclepon/E ae

Pemberitahuan sebagai berikut
A. lafornasl aLpat illbcdlaa

B. InformaslE tldat dapet dlberltaa Lareaa :*
Informasi yang diminta belum dikuasai

Informasi y4ng diminta belum didokumentasikan

Penyediaan lnforrnasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka
waktu

ada penghitaman informasi dalam suatu
penghitamannya.

r*i* Diisi untuk

...... (tempat),......... (tanggal, bulan dan tahun)

PeJabat Peagelola Iafornasl dar Dotumcnta8l
(PPIDI

kurir danpos)

maka diberikaa a.lasart

informasi

Nama dan tanda tangan
Keterangan :
* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.

Hlih salah satu dengar meberi tanda (v)
Biaya penyalinan (fotocopy atau disket dar/atau biaya pengiriman (

sesuai dengan standar bia5za yarrg telah ditetapkan

No Hal-hal terkait Informasi Publik Keterangan
1 Penggunaan Informasi Publik** Kami

Badaa Publik lain, yaitu
2 Bentuk fisik yang tersedia**

Softcopy (temasuk rekaman)

Hardcopy/ saliran tertulis
Biaya yang dibutuhkan** Penyalinan

Pengiriman

Lain-lain
Jumlah

Rp..x..(1'ml lembar)=Rp....

Rp...........

4 Walrtu penyediaan hari
5 Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon*** ( tambahkal kertas

bila perlu ).................... .

P
)

FRED SORRING

. ixuA I

I sgrstEhr I

I

Logo
Badan
Publik

E
t:]

J.

Rp.
Rp.



LAMPIRAN ry
PERATURAN BUPATI TORA.IA UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2013, TANGGAL 15 ]tseDber 2013
TENTANG PENGELOLAA.TV INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERII{TAH
KABUPATEN TORA.'A UTARA

DAERAH

COIII1OH FIORUAT IIEPITTUSAN PPID
TEITTAITG PEIIOLAXAIT PERIOHOIIIA.IT INTIORTASI

( RAITGXAP DUAI

Logo
Badan
Publik

(na.ma badan publik dan alaErat, nomor telepon, faksiEili,eEail 0ika ada))

SI'RAT IITPIITT'AAN PPID TEIITAXG PEI| OLAITAN PERUOEOIIAII IIIII)RU,ASI
IIo. Pcrdeftrra[ : t...................

Nama

Notlor Tel6lrotr/Emall

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah :

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan : Pasal 17 huruf
pada alasan

UU KIP**

Pasal .....Undang-Undan9..........***

Bahwa berdasarkal Pasal-pasal diatas,membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan
konsekuensi sebagai berikut :

Dengan demikian menyatakqn bahwa :

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat
mengqiuka keberatan kepa.da atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
menerima Surat Keputusan ini.

..... (tempat),...... (tanggal, bulan dan tahun)* **

PeJabat Pengelol,e Inforraad da! Doluncntasl
IPFID)

Keterangan:
* Diisi oleh pehrSas berdasarkan noEor regisfasi perEohonan Iofot'Easi Publik
- Diisi oleh petu8as s.srei dengan pen&cualiaE pada Pasal 17 huruf a-i UU KIP

Sesuai den8En Pasal 17 hurufj fru KlP, diisi oleh PPID sesuai deogm pasal pengecualian
undang-undant Lain yang Eengecualikan informasi ysng diDohon tersebut ( butkan
undang-undan8nya).
Diisi oleh petugas dengan EeElr€rhatika batas tentan8 jan8ka waktu
sebagaimafla diatur d6laE UU KIP dan Perahrra! ir1i.

dalam
pasal

tertulis

dan

SEKDA
RA.IA

ASISTEN

EAG, HUKUTJI

BUP

FRED SORRING

l

(................ ..... ................)
Nama dan tanda tangan

rlV
,

I



I,AMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TORA"IA UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2OI3, TANGGAL 16 Desember 2C13
TENTANG
PENGELOLCAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TORA^IA UTARA

FIOR'U,AT F'ORII'LIR KIBERATAI{
(RAXGK,AP DUAI

B

SEKDA

I

L€o
Badan
Publik

(nama badan pubuk dan alamat,faksiaili,email fiika ada))

PERNYATAAN I(EBERATAN ATAST PERUOHONAN INFORASI

A. IIITOR AAI PENGA'UAN XEBERATAN

(diisi peatgas).

Pekedaan
Nomor Telepon

Identitas Kuasa Pemohon**
Nama
Alarnat
Nomor telepon

B. AI"ASAN PENGAJUAN KEBERATAN*+*

a. Permohonan Informasi ditolak
b. Inforrnasi berkala tidak disediakan
c. Permintaan Informasi tidak ditanggapi
d. Permintaan Informasi ditanggapi tidaft 56[ageim6na yang diminta
e. Permintaan informasi tidal< dipenuhi
f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
g. Informasi disa:npaikan melebihi jangka wa.ktu yang ditentukan

C. KAsUS PTOSISI (tam.bahkdi,L kertas bila perlu)

D. HIAI/TAXGGAL TANCTGAPAN ATAS I{EBERATAII AI(AN DIBERIKAN:(tanssat), (butenl
(tolwn) (diisi obh petugasf**'

Mengetahui
Petugar Infonrarl
(Peaerloa Xcbcratan

(................ . .,, )
Nama dan tanda tangan

Keterangan

petugas yang menerima

... (tempat),...... (tanegal,bulan dan tahun)***
Pergqru K.bcrata!

Nama dan tanda tangan

keberatan

di4yatakan

ditandatangarli

Nomo, register pentajusn keberatEn diisi berdasarka! buku re€ister pelgajusr keberata.o,
Identitas kuesa pehohon diisijika ada kuasa peEohoDnya daa melaEpirkEn Surat Kuasa.
Sesuai deagan Pqsal 35 UU KIP, dipi.lih oleh pengaju keberatarl sesuai dengs! el.$'l
yaog diajukan
Diisi sesuai dengan ketentuan jrnqka waldu &.laE UU KIP
Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keb€ratan yaitu s€jak
lengkap sesuai dengan bu-ku redster pengajuan keberata[.,"",* Dalam hal keberatalr di4ukan sec€ra langsung, maka formulir ke

keberatan.

ASISTEN t FRED SORRING
I

Nomor registrasi Keberatan :

Nomor Pendaftaran :

Permohonan lnformasi :

Tujuan Penggunaan Informasi :

ldentitas Pemohon I

Nama :

Alamat :

BAG. HUKUiT I



I,AMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2013, TANGGAL 16 Deseriber 2013
TENTANG
PENGELOI.AAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA

N Tgl Nalna Alamat Nomor
Kontak

Pekerjaan

No,
Pendaftaran

Pemohon
inlormasi

lnformasi
yang

diminta

Tujuen
Pengguna€n

Informasi

Alasan Pengajuan Keberatan
(Passl 35 ayat (11 UU KIP)

Keputusan
alasan
PPID

Hari da, Tangga.l
Pemberian

Tanggapan atas
Keberaton

Tanggapan
Pemohon
lnformasir c"

Keteraflgart :

No
Tgl
NarDa
AlqEat
NoEor Kontak
Pekerjaan
No, Pendaftaral Pehohon InIorEaEi

Informasi yang dimirlta
Tujuan Penggunaan InJormasi
Alas€r Pe1tgajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP

Keputusan atqsan PPID
Ha.ri dan Ta.nggal Pe@b€riafl tanggapan atas Keberata.n
Na.Ea darl Posigi Atasan PPID

Tanggapao Pemohon Informasi

: diisi hari dan taiggal peEberian targgapan atas keberatan
: diisi dengan siapa pejabat yang aksn membedkEn tanggapan

yang dihrnjuk untuk mewakili atasan PPID.

lnformasi Publik

pada SPO Badan Publik atau Fpjabat

BI'I(U REGISTER IIEBERATAN

: diisi tentang noDor registrasi keberata.n.
: diisi tentang tan8go.l keberatai diteriDa.
: diisi dengan Na,Ira Pemohon Informasi Publik yqng mengajukan kebe.atan dart/atau kuasanya
: diisi tentang ala.Eat lengkap jelas Peoohon InfolEasi
: diisi tentang Nomor kontak(nomor telepon/faksio.ili/telepon s€lulery'email) PeEohon Informasi Publik,
: diisi tentang Pekerjaart PeEohon lnforEasi Publik
: diisi tentang nomo! pendaftarafl pada formulir perEohonaa informasi. Dalm hal keberatan karena alas€n irformasi yang tidak diumurDlan

secara berkala, maka kolod ini tidak perlu diisi.
: diisi dengan in orrnasi yang dirdnta
: diisi tentang tujuan/alassn permohonan d6n penggunaan informasi.
: diisi dengan memberikan tanda(v) sesuai alasar yaDg digunakan untuk mengajukan keberatEn sebagaimana pasdl 35 ayat (1 ) Undang-

UDdsng ayat (l) I{eterbukaan InJormasi Publik:
a, Penotakan atag permintaan informasi berdas€rken slas afl pengecualiart sebagaimana dioaksud dalasr pas€l 17 UndanB-Undang

Keterbukaan lmformasi Publik
b. Tidak disediakanaya irdormasi berkala
c. Tidak ditaflggapinya pem ntagn in-forrnasi
d. PerrnintEEfl informasi tidak ditanggapi sebdgFimaia diE.inta
e. Tidak dipefluhinya permintaan infortrlasi
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar
g. Penyaapaian inJorEasi yalg Belebihi jangka waktu yang diatur dal€.@ Undang-Undang

: diisi dengan k€putusan yang diaDbil oleh Atasan PPID

ai dengan

diisi dengan tangsgapan Pemohon Informasi Publik atas Keputu PPID.

BUP RAJ

SEKDA
FRED

)

K SORRING

Nama dan
posisl

alasan PPID

I--I____- E-T- r T-

I

I

)


